berusaha berada pada garis
erdepan.

Ada beberapa hal yang

uat masyarakat tetap ragu.

d nama orang-orang yang
daftar DPO (Daftar

n Qrang) berbeda antara

gJpeémberantasan illegal log
seakan sebuah genderang peran
justru genderang itu menjadi
antiklimaks tatkala beberapa 8i dengan pihak
Yang  iersangka kasis illeg lloggmg apartemen, Kehutanan/Menteri
H|lire melen g b ba 1. 1 lnya nama
{san/Sela/p e i yang masuk dalam
halakan liar hasil
men Kehutanan
vilayah kerja di
antan,
aberapa daerah
aki masuk dalam

tuan DPO

| adanya

an kewenangan
antara polisi

Quo te ; tapi hal ini bisa
polisi; di Pro Sebagam fena minimnya
hukum yang betlaku di Indonesia. am‘fara Polri dan
Tercatat beberapa nama orang ang ¢ diwakili oleh
popular yang sekarang jadi Pegawai Negeri Sipil

; thm adalah contoh kasus

gof{lembuat masyarakat
cenderung skeptis bahwa

ng'e:td ‘perizinan mem: .~ pemberantasan illegal lo
berlangsung tanpa bisa&,?a;? g}iga berlangsung efgkt]_f g
dikendalikan lagi. Retorika tentang
Indonesia: pex Lm
Polisi adalah institusi yang logging dan kejahatan hutan
secara konkret memulai proses lainnya, dengan begitu hanya
hukum terhadap para tersangka berhenti pada retorika. Menteri
tersebut. Selanjutnya jaksa pada Kehutanan (Menhut) MS Kaban
proses penuntutan, berlanjut pernah mengungkapkan, Kabinet
pada proses pengadilan sejak Indonesia Bersatu memiliki
tingkat pertama hingga mencapai  political will untuk menuntaskan
puncaknya di Mahkamah Agung persoalan illegal logging.
(MA). Dalam menangani berbagai ~ Pemerintah Indonesia sempat
kasus illegal logging , polisi menyerukan kepada masyarakat
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internasional, agar dalam
masalah pemberantasan illegal
logging peranserta negara-negaya
lain sangat dibutuhkan. Tetap

lahirnya Undang—und
Pemberantasan I’eneb can
(Lllegal Logging/IL) sefts
Peraturan-Peratura i
(Perda), hanya mepjad
ompong jika prakfe
tidak diwujudkaf
Kunci dari teke
pemberantasan

inforcement) dan
terhadap pelesta
Konutmen ini by

aparat terkait, se
kekuatan politik yang
ditambah oleh kekt
masyarakat (civil so
Illegal logging men
hanya problem Indones
seluruh dunia berlangsung
praktek pengrusakan lingkt
ini. Terparah berlangsung di

kawasan Asia Pasifik, seperti di d\ :

negara-negara Amerika Latin,
Benua Afrika, dan ASEAN. Diduga
illegal logging yang
menghancurkan jutaan hektare
hutan tropis di Indonesia, diatur
oleh semacam sindikat yang
terkoordinasi rapi hingga pihak
berwajib pun sulit
membongkarnya.

Akibat illegal logging ini, setiap
tahun kita mengalami kerugian
mencapai Rp 46,79 triliun. Jumlah
itu jauh lebih besar bila

menerobos hingga ke wilayah-
dlayah politik, hukum, dan
kekhatan lainnya.
eritnjuga untuk sama-sama

gimasuk kantong para
pericoleng. Menurut penelitian, n, VOnis, seyogyanya
ampir 90% kayu ilegal itu idalk dasarkan kepada
diekspor ke mancafjegara, antara ad? @\ pératuran yang
ilaniggagfpidana) tetapi juga
n.:_ur‘u( imngkan rasa
keadila —
Dalam kagts mi, sudah banyak
kerusakan : :
tetapi han
peraturan ys
maka te
l- im tida

SBHAKT! . DHARMA WASPADA
Banyak piliale %“h

untuk menangkap otak mafia
tan ini tidak semudah

al?é penegak hukum,
, para politikus, juga
ol goczety

ok
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Tetapi penegakan hukum bukan
hanya di tangan kepolisian.

Kita bingung ketika ternyata,
dalam proses pengadilan, para
tersangka itu melenggang bebas.
Apakah demi hukum? Demi
keadilan? Ataukah bangsa dan
negara ini berhasil dikalahkan
oleh apa yang disebut mafia hutan
itu, melalui kepiawian mereka

JAGRATARA






